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Ketimpangan Agraria Indonesia: Dua Lensa 

Pertama, ketimpangan antara penguasaan ruang melalui 
konsesi pertambangan, kehutanan, perkebunan (dan 
belakangan— -untuk infrastruktur atau restorasi ekosistem) 
untuk perusahaan-perusahaan raksasa dengan ketimpangan 
penguasaan lalian yang tersisa bagi aktifitas produksi rakyat. 

Ini belum termasuk penguasan tanah untuk beragam macam 
kawasan industri, pariwisata, dan industri properti yang 
kebanyakan dijalankan bukan melalui konsesi, tetapi melalui 
transaksi tanah {land deals). 

Kedua, ketimpangan penguasaan tanah di antara 
kelompok-kelompok masyarakat sendiri 



Beberapa Gambaran (1) 

Konsesi Hutan: Konsesi-konsesi berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 
Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua 
bentuk konsesi keliutanan terutama untuk ekstrasi kayu. IMisalnya, pada taiiun 
2005, luas areal konsesi keliutanan yang tersisa sekitar 28 juta hektar yang 
dikuasai hanya oleh 285 unit. Dengan lain kata, setiap unit menguasai sekitar 
98.000 hektar lahan. 

Konsesi Pertambangan: Kontak Karya (KK) pertambangan, Kuasa 
Pertambangan (KP), dan Izin Usaha Pertambangan adalah bentuk konsesi bagi 
beroperasinya industri tambang skala besar. Hingga tahun 1999 saja, 
Departemen Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan 
untuk 555 perusahaan pertambangan, baik perusahaan modal dalam negeri 
(swasta dan BUMN) dan perusahaan asing, untuk kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi barang tambang. (Lebih luas dari wilayah Indonesia yang hanya 190 
juta ha?!) Dengan kata lain, rata-rata setiap perusahaan menguasai sekitar 0,5 
juta hektar tanah melalui izin konsesi pertambangan. 

Konsesi Perkebunan: biasa berupa Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha 
Perkebunan untuk berbagai macam usaha perkebunan. Data tahun 2013 saja, 
misalnya, lebih dari 13,5 juta hektar diperuntukkan hanya untuk perkebunan 
sawit. Lebih dari separuhnya adalah perkebunan milik koorporasi (asing, 
domestik, perusahaan negara). 



Beberapa Gambaran (2) 



Penguasaan Tanah untuk industri Perumahan dan Pariwisata: Perusahaan yang 
menguasai tanah untuk pengembangan kota-kota baru dan fasilitas pariwisata juga 
berada dalam daftar tertinggi penguasaan tanah berskala besar dalam keseluruhan 
struktur agraria di Indonesia pada saat ini. Data kuno, tahun 1994-95, menurut REI 
(Real Estate Indonesia), 418 pengembang terlibat dalam pembangunan perumahan 
dan pemukiman baru di atas lahan seluas 1,3 juta hektar. 

Penguasaan Tanah untuk Kawasan Industri: ada beragam macam kawasan 
industri: Kawasan Berikat, Kawasan Industri, Kawasan Perhatian Investasi, dan 
Kawasan Ekonomi Khusus. Di Bekasi saja, misalnya, terdapat sekitar 7.200 hektar 
hanya untuk 23 kawasan industri utama. 




Sementara, belum ada kebijakan yang secara efektif berhasil mengoreksi apalagi mengubah 
struktur ketimpangan penguasaan sumber agraria tersebut.. 
Justru, pemerintah meluncurkan suatu desain pembangunan MP3EI (Master Plan untuk 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang berpotensi memperluas dan 

memperdalam ketimpangan tersebut. 



Kerangka Internasional atas Ketimpangan 



CADP (Comprehensive Asia 
Development Plan) 
sebagai ibu Kandung 
MP3Ei: "Desain spasial 
untuk infrastruktur 
ekonomi dan penempatan 
industri untuk 
memperdalam integrasi 
ekonomi dan 
mempersempit gap 
pembangunan" 



2 Kata Kunci = Production block dan service linlc. 
Konsepsi ini diinspirasi oleti praktiic jaringan produksi 
internasional yang dirancang oleh korporasi multinasional Jepang, 
Korea, Taiwan, Amerika, Eropa, Australia, dii. 





CADP mendorong pembentukan koridor -koridor ekonomi: 
GMS (Great Mekong Subregion): China, Vietnam, Kamboja, Laos, 

Myanmar, dan Thailand 
II^IT: Indonesia, Malaysia , Thailand. 
BIMP: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippina. 



World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography 
Mendorong agglomerasi; mengarahkan bisnis ke Asia Timur 




Dari CADP ke MP3EI, 
Melalui Berbagai Inisiatif 
Infrastruktur 




Dari CADP ke MP3EI 



Sejak tahun 2010, pada level Asia, terdapat berbagai inisiatif 
pembangunan, yang disuarakan sebagai "pembangunan 
infrastruktur". Ini dimulai sejak Oktober 2010, ERIA 
mempublikasikan CADP dan Master Plan on Asean Connectivity 
untuk kerangka inisiatif pembangunan infrastruktur. 

Pada tahun 2009, ERIA melalui Boston Consulting Group 
menyelesaikan penelitian tentang Indonesia Economic Development 
Corridors (lEDCs). Kata kunci "konektivitas" dan hasil riset lEDCs 
akhirnya diadopsi dan digunakan oleh Koordinator Kementerian 
Urusan Ekonomi untuk menyusun MP3EI. 
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WHAT DOES THE 
< RUUNG CLASS DO 
W ijj^WHEN IT RULES? 


Bagaimana Organisasi 
Negara Membuat MP3EI 
Bekerja? 




Koridor Ekonomi: Menggambar Ulang Peta 

Indonesia 



'Sentra Produkst 
dan PengolahanHasil 
Bum! dan Lumbung 

Energi Nasiaiur 



Peiigt'iuban^aii Koridor Ekouoiiii I iidoin'riiii 



'{■usatProdulsidan 

PengolahanHasil 
Tambai^ & Lumbui^ 
Energi Nasional" 
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"IHisat Produksidan 
Pei^lahan Hasil Pertanian, 
Perlebuiun, Pfirikanai^ 
M^sdan Pertambai^n 
NasionBl" 



Koridor Jawa 



" PendoronB Industri dan 
lass Nasbnal* 



Koridor Bali - Nusa l^i^ra 

"Pintu GerbanE 
l^riwbata Nasionai dan 
PenduitungPangan 
N^ional" 




Koridor Papua - Kep. Maiulcu S 

^ngembai^n Eher^, 
Pai^n, Perikanandan 
Tamba ng Nasionai" 



MENGAKTIFKAN KORIDOR EKONOMI 
Peta 41 KPI dari 160 KPI yang telah aktif 




"Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan 
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
2011 - 2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 
460 miliar US $ untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang 
terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, 
industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. 

(Pidato Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief 
Executife Officer [CEO] APEC, Nusa Dua, Bali 6 Oktober 2013) 



Mendaku sebagai 
Chief Salesperson 
of Indonesia Inc. 





APEC 



APEC/; f 




I 



"Akhirnya, dalam kapasitas saya sebagai Kepala 
Pemasaran Perusahaan Indonesia ^chief 
salesperson of Indonesia Inc. A saya mengundang 
anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan 
invest a si di Indonesia. " 

(Pidato Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada 
pertemuan Chief Executife Officer [CEO] APEC, Nusa Dua, 
Bali 6 Oktober 2013) 



MENJADI "KOMITE EKSEKUTIF" DARI 
KELAS BORJUASI ^ 



STRUKTUR KP3EI 



KETUA: PRESIDEN ■ ■ ■ 

WAKIL KETUA : WAKIL PRESIDEN 
KETUA HARIAN: MENKO EKONOMI 
WAKIL KETUA HARIAN 1 : KEPALA BAPENAS 
WAKIL KETUA 2: KETUA KOMITE EKONOMI NASIONAL 



KP3EI disusun segaris dengan struktur pemerintahan. 
Artinya, setiap pejabat negara secara langsung 
merupakan para panitia pelaksana MP3EI. Ketua 
Harian KP3EI, mengkoordinasikan Tim Regulasi, Tim 
Konektivitas, Tim SDIVI dan IPTEK, serta Tim Kerja di 
Enam Koridor dan Sekretariat KP3EI. 



MENYUSUN DAFTAR MEGA PROYEK 



Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Sumatera 
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MELAYANI PENGUSAHA DENGAN INFRASTRUKTUR, 
MEMERAS KERINGAT RAKYAT DENGAN MEMANGKAS SUBSIDI 




Suiyacipta 

Indo^isei^ Bukltlndah 
Karawang ^ 
Tayota, Honda, 

Daihatsu, l«uzu ffCikampek 




PONDASI 



Dana infrastruktur dislapkan 

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan tiga 
opsi untuk membiayai tambahan kebutuhan 
dana infrastruktur 2012. 

DeputiBidang.Sarana dan Prasarana Ke- 
menterian l^^ifBjppeaas Reefy S. Priatna 
rnengatakah kebutuhan pendanaan infra- 
struktur 2p12^kemungkinan bertambah. 

tiga opsi yang akan ditempuli untuk 
membiayai kekurangan tersebut adalah 
memangkas subsidi, menambaii utang, 
serta mehambah pendapatan p^'ak. 

"Dari tiga opsi itu, yang paling memung- 
kinkan adalah mengurangi subsidi dan me- 
nambah pinjaman. Sejauli in! rasio utang 
pemerintah terhadap produk domestik 
bruto masih di kisaran 1,3%, dari batasan 
menu rut UU ada jah 3%," ujarnya, Seiasa. 

Pemerintah-sebeiumnya mematok dana 
infrastruktur 2012 sebesar Rp107,31 triliun. 

{BISNtS/BPjy 




Dana Land Capping Terserap Rp 1,5 T 



JAKARTA- Sejak dialokasikan 2009, 
dma pembiaya^in penibebasan tanah me- 
lalui skema Iwd cappinghmi teiserap Rp 
1,5 triliun dari alokasi Rp 4,5 tiiliiin, Pe- 
merintah mengalokasikan dana sebesar 
ito untuk metnpercepat proses pemba- 
ngunan jalan tol di Indonesia yang ter- 
kendala oleh pembebasan lahan. "Jadi 
masih tersisa Rp 3 triliun ywg belum 
diapa-apakan," ungkap Kasubdil Petig- 
adaan Taiiah Dircktorat Jenderal Biiia 
Marga Kementeriaii Pekerjaan Umum 
Kerry Mai'zuki di Jakarta, bani-baru inl, 

Menurut dia, penyerapan dana Imd 
capping tidak bisa cepat lantaran me- 
nunggu hasil dari proses pembebasan 
tanah yang dilakukari lim pengadaan ta- 
nah. Pencairan dana ini akan dilakiikan 
bila harga tanah sudah melonjak melebihi 
110% atau 2% dari total riilai investasi 



pembangunan jalan tol 

Meski begitu, hal tcrsebul terganlung 
dari kesepakatan antara pemeriiitah dan 
badan usaha jalan tol (BUJT) yang ter- 
tuang dalam peijanjiari pengusahaan jalan 
tol (PPJT). Cappmgm diperuiitukkan 
bagi proyek yang secara finaiisial scbenai - 
iiya layak, tapi harga tanahnya lingRi, 

Tahiui ini, peinerintah mengalokasikan 
dana Md Ccippkg^ieh^.m Rp 500 miliar, 
Alokasi mggaran ini akan dipakai untuk 
pembangunan jalan tol yang terkendala 
liarga tanali yang.tcrlalu tinggi. Tahun 
lalu juga dianggarkan Rp 500 miliar de- 
ngan penyerapan sebesar Rp380 miliar," 
tambah Kerry, 

Sebelumnya, Ketua Kompartemen Tol 
dalam Pelaksanaan Asosiasi Tol Indo- 
nesia (ATI) sekaligusDirekuii-UtaniaPT 
Citra Waspphutowa Triagus Rianto 



meminta petnerintiih segera mencairkan 
dana pembiayaan tanah melalui skema 
landappwgkarens tidak ada alokasi ang- 
garaii tambafian di bad^ layanan unium 
(BLU) pada tahun ini, 

Menuruf. dia, p(;rcepatan pembangunan 
tol dapal dilakukaii melalui peningkatan 
jumlah alokasi dana land capping per ta- 
hutuiya, sehingga penyerapannya bisa malt- 
simal. pemerintah juga diminta dapat 
menyiagakan dana ia/id i^appkignh setiap 
bulan yang dapat langsung dimanfaatkan 
tanpahanis meniinggu habisnya dana BLU. 

"Scbcnarnya pcmberian dana BLU dan 
land cappingltn bisa dilaksanakan secara 
proporsional, Misalnya, dari total dana 
yang harus dibayarkan, berapa persen 
dari BLU dan sisanya dari land capping. 
Atau dengan skema pembagian seksi di 
dalam ruas tcrsebul," ujar Triagus, (eaii) 



III. 

Dari Ketimpangan ke Krisis Sosial-Ekologis 



Kasus 1: Tumpukan Konsesi, Dimana Ruang Hidup 

Rakyat? 




Seat ini ada 625 izin usaha 
pertambangan (lUP), dan 19 
PKP2B luas seluruh perizinan 
mencapai 1 .2 juta hektar 

Ada 669 ribu ha ijin perkebunan 
kelapa sawit, 210 ribu ha di 
lahan rawa dari rencana realisasi 
1,1 juta ha perkebunan 

HPH sebesar 261.966,67 hektar, 
ijin konsesi HTI seluas 
383.683,46 ha. 

Total perijinan 2,5 juta Ha (luas 
daratan Kalsel 3,7 juta Ha) 



(C) WALHI Kalsel 2013 



HL = 433.677 Ha 
(11,65%) 

HL yg telah dirambah oleh 
tambang = 142.523 Ha (33%) 




Kerusakan Sistem Sub 
Das : 

- Tabalong 

- Barito 

- Tapin 

- Riam Kiwa 

- Maluka 

- Tabonto 

- Kintap 

- Satui 

- Kusan 

- Sebamban 

- Cantung 




Krisis Manusia dan Lingkungan 




KASUS 2: 

Booming Nikel dan Percepatan Penghancuran Ekonomi 
Rakyat 

Andika (Jaringan Advokasi Tambang) 





Perampasan Tanah 



jPerampasan tanah terjadi di 
Kabupaten Morowali berlangsung 
karena: 

Satu konsesi melalui penetapan 
kontrak dalam wilayah tanah 
pertanian warga 



Melalui mekanisme ganti rugi 
tanah. Masyarakat yang berada 
dalam konsesi KK menjual tanah 
mereka pada pemilik lUP. 
Melalui penerbitan surat-surat 
tanah dalam kawasan hutan 



MP3EI : Cerita di 
Balik Hilirisasi 



Penyerapan Tenaga Kerja pada masa Konstruks 
Smelter , Vale 





i, yang artinya 
lenambahkan 
onstan, 
batkan 
'an tenaga 



ingkirkan Petani 




Sejak tahun 2011, produksi 
Keramba ikan nelayan 
Kelurahan Bahoue 
bangkrut total sejak PT 
lulia Pacifik Resources 
lembuang limbah tailing 
re ke Teluk Tolo 
:olonedale. Sebelumnya 
egiatan produksi keramba 
can nelayan, dalam sehari, 
lereka dapat meraup hasil 
ingga 90 ribu rupiah dan 
erbulan mencapai 2 juta 
embilan ratus ribu rupiah. 
elain itu, sebanyak 400 
rang terkena penyakit 
atal-gatal akibat 
lengkonsumsi ikan yang 
elah tercemar oleh 
mpasan limbali galian PT 
1PR. 



Kasus 3: Balik Hilirisasi Sawit di KEK Sei Mangkei: Eksploitasi Buruh 
Kebun Sawit 



Hotler P. Sitorus (Hutan Rakyat Institute) 





Kehadiran KEK Sei Mangkei tidal^ 
terlepas dari sejarah panjang 
perl<ebunan kelapa sawit di 
Sumatera Utara. 
Paska pemberlakukan UU Agraria 
1870, investasi asing di perkebunan 
masuk secara massif. Di Pulau 
Jawa, investasi asing bergerak di 
sektor perkebunan tebu, sementara 
di Sumatera Timur, 
perusahaan-perusahiaan asing ini 
bergerak di sektor perkebunan 
tembakau. 
Pembukaan perkebunan tembakau 
milik swasta di Sumatera Timur 
pada akhir abad ke-18 menandai 
sebuah era baru dalam usaha 
perkebunan tidak hianya tembakau, 
tetapi juga komoditas karet dan 
kelapa sawit di wilayah Indonesia. 



Infrastruktur untuk melayani KEKSei Mangkei 
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Siapa Buruh Perkebunan Di Sumut? 



Pada perkebunan lama, buruh perkebunan 
merupakan keturunan ketiga atau keempat dari 
kuli kontrak pada jaman Belanda. 

Pemilik tanah yang dirampas perkebunan 
menjadi buruh untuk kelangsungan hidup 

Saat ini, buruh untuk berbagai perkebunan 
sawit di Sumatera Utara berasal dari Nias. 



Buruh Di Perkebunan 



Perkebunan tidak mengalami kendala dalam 
memenuhi kebutuhan buruh karena kelimpahan 
tenaga kerja terampil dan murah hasil 
"peternakan". 

Anak-anak buruh perkebunan merupakan 
kelompokyang memiliki kerbatasan mengakses 
jalan keluar dari situasi ketertindasan. Mereka 
inilah yang menjadi sumber tenaga kerja yang 
murah dan sudah terampil. 

Proses rekruitmen dilakukan secara tertutup, 
hanya menerima tenaga kerja keturunan buruh atau 
yang berasal dari lingkungan sekitar perkebunan. 

Ketersediaan tenaga kerja terampil ini dikondisikan 
melalui rekruitmen warisan dimana karena 
terbatasnya upah yang diterima buruh, sementara 
beban kerja harus tercapai sesuai target kerja , 
maka cara yang ditempuh buruh adalah 
mengikutsertakan anak-anak bekerja "magang" 
digaji oleh bapaknya dan setelah mencapai umur 
kerja akan menggantikan bapaknya (pewarisan 
kerja). 




Pewarisan pekerjaan juga dilatarbelakangi 
oleh kebijakan perkebunan "mengusir" 
buruh yang pensiun dari pondokan. 

Mengantisipasi "pengusiran" ini, maka 
pekerjaan diwariskan kepada keturunannya 
untuk menjamin adanya tempat tinggal. 




SKU (Syarat Kerja Umum/Utama) atau buruh 
tetap. IVIendapatkan fasilitas Jamsostek, 
perumahan, upah sesuai dengan PKB 
(Perjanjian Kerja Bersama antara perkebunan 
dengan SPSI) diterima 1.416.000/bulan. Upah 
bisa berkurang jika kena denda. 
BIHL (Buruh Harian Lepas), terbagi menjadi 3 
macam: (1) "BHL permanen", sistem & 
beban kerja sama seperti SKU; tetapi kerja 
20 hari/bulan. Upah harian sebesar 30-35 
ribu/hari, tanpa jaminan sosial; (2) BI-IL semi 
permanen, yaitu upahnya tergantung pada 
fluktuasi pencapaian kerja atau borongan, 
tanpa jaminan sosial; (3) Outsourcing, yaitu 
buruh yang bekerja hanya 4 jam/hari. Upah 
12.000-15.000, tanpa jaminan sosial. 
Walaupun status mereka SKU atau BHL. 
Sebagian besar tidak memiliki bukti perikatan 
kerja. Bukti perikatan kerja hanya berbentuk 
slip gaji atau kartu jamsostek 




Kasus 4. Kehancuran Pulau-peulau 
Kecil dan Pesisir 



Fahrudin Maloko (WALHI Maluku 
Utara) 

Di Pulau Halmahera telah dibangun 
dua pabrik Feronikel 
(PT. Antam di Teluk Bull, dan PT. 
WBN di Teluk Weda) 




Babakan Tambang Nikel di Halmahera 




Tahun 1978 - 2003 kegiatan pertambangan di Pulau Gebe 
Tahun 1988 - Ijin Pertambangan untuk FT. Weda Bay Nikel 
untuk menambang dan membangun pabrik feronikel 
Tahun 2000 - kegiatan Pertambangan di teluk Buii 
Desentralisasi hingga 2009 - 2010, iUP keiuar hingga 148 




Framing the Critique For Tlie Coming Capitalist 

Expansion 




Refleksi 



Pertama, mungkinkah ketimpangan dan krisis 
sosial-eokologis diselesaikan dengan moda pembangunan 
yang berbasis-kapital? 

Kedua, bagaimana memikirkan moda pembangunan yang 
bertumpu pada tiga poros sekaligus: keselamatan 
rakyat-produktifitas sosial rakyat dan keselamatan layanan 
alam? 



